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TENTANG

PEN」ABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

oL,

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk mernenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor .2.. Tahun 2O2L tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lA92l;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahqn 2oo4 Nornor 5, Ta.rnbahan I-ernba"ra.n

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan PEngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembarari N"grr. Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor oo, ramoahanlembaian Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO\;

6. Undang-Und'ang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara
Republik Indonesia fahun 2OO4 Nomor LO4' Tambahan

Lembaratt Negata Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan [.,u''gt' Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahanoaerah"lt,embaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2oo4Nomor126,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4a38\;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran-NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikInd.onesiaNomor5O4g)sebagaimanate^lah
diubah d";;; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2o2o

tentang cipt] ferja (LJmb ara,,_ 
-N.g"ru. Republik Indonesia

Tahun2O2ONomor.24S,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 65731;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintahan Saerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2ol4Nomor244l,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor55ST),sebagaimana.-telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang

NomorllTahun2o2otentangCiptaKerja(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
6573]';

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2ooo tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo

Nomor 21O, TarnOahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aO28);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2oo5Nomorl3T,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a575);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

iS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6A);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oal);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraarr Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

19. Peratr.rran Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor
63);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor la25l;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor laa7l;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L78l);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun
2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2OL9 Nomor 3 );

24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2O2O Nomor 2 );

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor .1.- Tahun
2O2l tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2O2l Nomor
..1..),

26. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2O2O (Berita Daerah Tahun 2Ol9 Nomor 42)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2O2O (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2O2O Nomor 36);

27.Peraturan Bupati Langkat Nomor 4O Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2O2O Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2O2O Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PtrRTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020

Menetapkan :



Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2O2O terdiri atas :

1. Pendapatan
a. PendaPatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain PendaPatan Yang Sah

Jumlah PendaPatan

Rp. 168.843.723.199,88
Rp.1.550.438.045.606,00
Rp. 403.403.103.526,00

Rp.2.122.684.872.331,88

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1)BelanjaPegawaiRp.1.029.329.408.302,00
2) Belanja Bunga RP' O'Oo

3) Belanja Subsidi RP' O'O0

4lBelanjaHibahRp'18'760'891'322'00
5)BelanjaBantuanSosialRp.10.095.300.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp' 4 'L34 '27O 'I42'OO
7|BelanjaBantuanKeuanganRp.33o.562.622.2oo,oo
8)BelanjaTidakTerdugaRp.35.497.167.015.40

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.428.379'658'981,40

b. Belanja Langsung
1) Belanja PegawaiRp. 130'526'063'OO4,00

2|BelanjaBarangdanJasaRp.32S.lg4.|37,125,49
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Rp.296。 125.002.688,86
Rp  754.845.202.818,35

(

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 264,938.924.196,36

Jumlah PembiaYaan Neto Rp. 257.575.963.312,36

Sisa lebih pembiaYaan anggaran
tahun berkenaan Rp.197.035.973.844,49

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran'



Penjabaran Laporan Realisasi
tercantum dalam Lampiran II
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditctapkan di Stabat

pada tangga1 6 Scptcmber 2021

BUPATI LANGKAT,

Ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tangga1 6 Scptember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

Ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan;xlinya
KEPALA UM

ALIMA′ ARIGAN
PEMBI TK.I

NIP.19730803 2002121005


